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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Restorative Justice 

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana 

dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk 

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada 

keadaan semula, dan bukan pembalasan.10 

Beberapa pengertian restorative justice yang dikemukakan para ahli, antara lain:11 

a. Menurut Howard Zahr: keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan 

menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu 

dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban 

dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin 

sesuai dengan tempatnya. 

b. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua 

pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk 

memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai 

akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan). 

 Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, 

restorative justice menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan 

keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang- 

undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi 

yang memang terbuka untuk restorative justice. Lebih memudahkan restorative justice 

memandang bahwa: 

1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat. 

2) Pelanggaran menciptakan kewajiban. 

3) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam 

suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar. 

4) Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya 

(baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk 

 
 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6. 

 11 Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, h. 109. 
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memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan 

maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.12 

 Selama ini penggunaan proses Restorative Justice di Indonesia didasarkan pada diskresi 

dan diversi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses 

formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan 

sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. 

sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli 

Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam 

sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan 

atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari 

sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut: 

a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. 

b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa 

keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan 

c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi 

kejahatannya. 

2.2 Sejarah Restorative Justice dan Perkembangannya di Beberapa Negara 

 Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia 

yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, 

bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaan 

masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk 

pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah restorative justice yang dalam 

tulisannya mengulas tentang reparation menyatakan bahwa restorative justice adalah suatu 

alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan 

rehabilitatif.13 

 Sejarah perkembangan hukum modern penerapan restorative justice diawali dari 

pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat 

yang disebut dengan victim offender mediation yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara 

Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum 

 
 12 Achmad Ali,2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), 

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 249. 

 13 Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan 

Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 123 
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pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan 

bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian 

banyak pertimbangan hakim. Program ini mengangap pelaku akan mendapatkan keuntungan 

dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara 

khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan 

meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak 

korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi 

korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.14 

 Perkembangan konsep restorative justice dalam 20 tahun terakhir mengalami 

perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris, 

Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga 

di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara yang sering membentuk perkumpulan dengan 

Negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat 

menghindar dari pengaruh kuat perkembangan restorative justice. Ada 4 (empat) kelompok 

praktik yang berkembang di Negara-negara yang menjadi pioner penerapan restorative 

justice yaitu : 

1. Victim Offender Mediation (VOM) 

 Proses restorative justice terbaru adalah victim offender mediation yang pertama kali 

dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan 

Finlandia. VOM di Negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program 

tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen 

Penjara. Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan 

termasuk pelaku yang diancam hukuman mati.15 

 Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu 5 (lima) tahun dengan kerangka 

pengertian dan pemahaman konsep restorative justice yang memusatkan perhatian pada 

penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan 

dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan 

informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan 

kepada korban untuk mendengan dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk 

 
 14 Ibid., hal. 30 

 15 Ibid 
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menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan 

dan konsekuensi yang diterimanya. 

 VOM dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada 

tingkatan local. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang direkrut untuk 

menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh lawyer atau sarjana hukum sukarela dan 

belum melakukan pertemuan tatap muka. Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi 

penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi di antaranya membuat sanksi alternative bagi 

pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang 

benarbenar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama 

korban dan pelakunya kepada satu mediator yang merngkorrdinasikan dan memfasilitasi 

pertemuan.16 

 Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban yang secara sukarela, pelaku, 

pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orangtua/wali dari kedua pihak dan orang yang 

dianggap penting bila diperlukan serta mediator yang dilatih khusus. 

2. Conferencing/Family Group Confencering (FGC) 

 Conferencing dikembangkan pertama kali di Negara New Zealand pada tahun 1989 dan 

di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek 

proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu 

bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat ini terkenal dengan sebutan wagga wagga 

dan telah dipakai untuk menyelesaikan permaalahan dalam masyarakat tradisional dan 

merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Orang yang turut serta dalam proses family 

group conferencing adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau 

pihak dari korban atau pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan 

anak. 

 Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan 

member semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi 

korban ke masyarakat, dan pertanggungjawaban bersama. Sasarannya memberikan 

kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan 

keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku 

serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. 

 
 16 Ibid 
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Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta 

memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannnya. Selain itu bagi 

keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan 

membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan 

kepada korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan 

masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap 

korban. 

3. Circles 

 Pelaksanaan circles pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. Circles sama 

halnya dengan conferencing yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta 

dalam proses mediasidi luar korban dan pelaku utama. Tujuannya membuat penyelesaian 

terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak 

lainnya yang berkepentingan dengn terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin 

dicapai melalui proses circles adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka 

karena tindakan pelaku dan member kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya 

dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. 

 Peserta dalam circles adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah 

anak, dan masyarakat. Tata cara pelaksanaan circle, semua peserta duduk secara melingkar 

seperti sebuah lingkaran. Caranya adalah pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua 

yang dilakukannya lalu semua peserta diberi kesempatan untuk berbicara. 

4. Restorative Board/Youth Panels. 

 Program ini mulai dilaksanakan di Negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan 

lembaga pendamping Bureau of Justice Assistance setelah melihat respon yang baik dari 

warga Negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan 

keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan menjadi 

dasarnya. 

 Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan 

melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara 

bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau 

masyarakat.sasarannya adalah peran aktif serta anggota masayarakat serta langsung dalam 

proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota 
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masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Pertemuan yang diadakan 

tersebut menginginkan pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan 

yang telah dilakukannya. 

 Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep restorative justice dalam kebiasaan, 

hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah 

peraturan khusus di Indonesia, Negara yang terkenal dengan Pancasilanya ini juga 

sesungguhnya telah memiliki konsep restorative justice jauh sebelum ide ini hadir dan masuk 

ke dalam sistem peradilan pidana anak. Pada Sila ke empat Pancasila, menyebutkan bahwa 

“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” 

Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu 

kebiasaan yang mendarah daging untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di 

bangsa ini. Inilah bukti bahwa sebenarnya restorative justice juga telah berkembang di 

dalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang win-win solution tanpa 

merugikan atau menyebabkan ketidakseimbangan terhadap satu pihak sehingga penyelesaian 

pun dapat tercapai. Dalam konteksi Indonesia Bagir Manan menyebutkan bahwa konsep dan 

prinsip restorative justice sebenarnya telah dipraktekan oleh sejumlah masyarakat adat 

Indonesia.17 Braithwaite mengatakan, 

 Several years ago in Indonesia I was told of restorative justice rituals in western 

 Sumatera that ere jointly conducted by a religious leader and scholar-the person in 

 community seen as having the greatest spiritual riches and the person seen as having the 

 greatest of learning. My inclination yhen was to recoil from the elitism of this and insist 

 thet many (if not most) citizens have the resources (given a little help with training) to 

 facilitate processesof healing. While I still believe this, I now think it might be a mistake 

 to seek the persuade Asians to democratize their restorative juctice practice”. (Beberapa 

 bulan lalu di Indonesia, saya telah menceritakan ritual pendekatan restorative di Sumatera 

 Barat yang telah diselenggarakan bersama-sama oleh seorang pemimpin religius dan 

 seorang cendekiawan (orang di dalam masyarakat yang dipandang mempunyai kekayaan 

 rohani yang terbesar dan orang yang dipandang memiliki pembelajaran yang terbesar). 

 Kecenderungan saya kemudian melonjak atas elitisme dari hal ini dan tetap menekankan 

 bahwa banyak orang dari para penduduk atau warga Negara yang mempunyai sumber 

 daya (dengan diberikan satu bantuan kecil pelatihan) untuk memfasilitasi proses 

 penyembuhan atau pemulihan. Selagi saya masih mempercayai hal ini, kini saya berpikir 

 
 17 Abintoro Prakorso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal. 162 
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 adalah hal yang bisa menjadikan satu kekeliruan jika berupaya membujuk orang-orang 

 Asia untuk mendemonstrasikan praktik pendekatan restoratif. Artinya bahwa di dalam 

 kultur bangsa Indonesia sendiri yaitu khususnya hukum adat telah ada praktik pendekatan 

 restoratif.18 

 Konsep diversi dan restorative justice sendiri semakin dikenal melalui seminar-seminar 

yang menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji kedua konsep ini lebih 

mendalam. Tahun 2004 di Jakarta di adakan diskusi di antara aparat penegak hukum yang 

terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya 

penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana. Diskusi yang dilakukan di antara aparat 

penegak hukum bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka memberikan 

perlindungan terhadap anak. Keseriusan ini pertama kali di lakukan oleh Pengadilan negeri 

Bandung dengan membuat ruang tahanan khusus dan ruang tunggu anak pada tanggal 13 

Agustus 2004. Melihat keseriusan tersebut aparat penegak hukum dalam sistem peradilan 

pidana di Bandung maka UNICEF menetapkan kota Bandung sebagai Pilot Project (Proyek 

percontohan) dalam pelaksanaan konsep diversi dan restorative justice di Indonesia.19 

 Program diversi dan restorative justice telah berkembang dengan pesat ke seluruh 

penjuru dunia dalam waktu singkat. Titik awal untuk merubah sistem peradilan anak di 

beberapa Negara dan alasan yang dikemukakan terhadap pelaku anak merupakan alasan 

untuk menerapkan konsep baru yaitu restorative justice. Konsep ini relevan untuk 

transformasi semua bagian dari sistem peradilan pidana kepada proses yang tepat artinya 

pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari aparat penegak hukum yang termasuk 

dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses restorative justice.20 

 Di Indonesia sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan konsep diversi dan restorative justice sebagai 

bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku 

dan menjadikan pemidanaan sebagai suatu ultimum remidium atau upaya terakhir yang 

digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian yang tepat melalui kedua konsep ini. 

 

 

 
 18 Rufinus Hotmaulana S, Op.Cit., hal.. 45 

 19 Hadi Supeno, 2006, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Universitas 

Diponegoro, Semarang, , hal. 211 

 20 Ibid., hal. 33 
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2.3 Tujuan Restorative Justice 

 Penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice suatu konflik atau kerusakan yang 

timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam 

hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh 

pihak secara bersama-sama. Lingkaranpenyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui 

pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak 

pidana. Umbreit menjelaskan bahwa, “restorative justice is a victim centered response to 

crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the 

community to address the harm caused by the crime”(keadilan restoratif adalah tanggapan 

terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban menginginkan korban, pelaku tindak 

pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan 

dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).21 

 Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam restorative justice, yaitu : 

1. Restorative justice invites full participation and consensus.  

Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini 

korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan 

penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi 

masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibnnya oleh pelaku 

untuk ikut duduk bersama memcah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta 

pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian 

tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan 

tradisional; 

2. Restorative justice seeks to heat what is broken.  

Restorative Justice mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan 

kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini 

termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulian korban atas tindak pidana yang 

menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk 

dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan. 

3. Restorative justice seeks full and direct accountability.  

 
 21 Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Op. Cit., hal. 130 
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Restorative Justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang 

bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukan rasa penyesalannya 

dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut 

mendatangkan kerugian bagi orang lain;  

4. Restorative justice seeks to recinite what has been devided.  

Restorative Justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat 

dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini 

dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta 

mengingtegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. 

Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.  

5. Restorative justice seeks to sterghten the community in order to prevent futher harms. 

Restorative Justice memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya 

tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam 

kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat 

untuk membuka keadilan yang sebenanrnya bagi semua orang. 

 Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif masing-masing individu 

dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan Negara dalam hal ini 

ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau 

masyarakat yang mempunyai keinginan untukmenyelesaikan konflik yang dialaminya. 

Pandangan keadilan restoratif sebenarnya individu-individulah yang memainkan peran dan 

tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan pada 

Negara. 

 Menurut Helen Cowie dan Jenniffer mengidentifikasikan aspek-aspek utaman keadilan 

restoratif sebagai berikut : 

a. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, 

tudingan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan; 

b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul 

tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi 

melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku 

kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain; 

c. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan 

orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka dapat belajar 
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tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku 

mereka terhadap orang lain.22 

 Menurut Russ Immarigeon bahwa dalam proses pemulihan diperlukan hubungan yang 

luas antara pelalu, korban dan masyarakat, untuk memahami akibat tindakan mereka yang 

mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, sehingga terciptanya suatu 

keadaan yang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan untuk secara 

bersama-sama mencapai kesepakatan mengenai suatu hukuman dan sanksi.23 Pemulihan 

harus dimaknai sebagai pengembalian hak-hak korban melalui ganti rugi yang dilakukan 

pelaku dan pemberian hak kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam 

masyarakat. 

 Pengertian yang diberikan oleh legislator melalui Undang-undang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, restorative justice hadir untuk memberikan pemulihan bukan untuk 

memberikan pembalasan yang selama ini telah di anut di Indonesia terutama diterapkan 

kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemulihan terhadap seluruh 

kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan tujuan utama yang diberikan oleh 

restorative justice tanpa memberikan beban dan tanggung jawab kepada satu orang saja yaitu 

pelaku tapi keseluruhan pihak yang dianggap ikut berperan dalam menyelesaikan masalah 

tersebut. 

2.4 Pendekatan dan Prinsip Restorative Justice 

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif 

dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu: 

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, 

masyarakat dan pelaku itu sendiri.  

2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi 

diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan. 

3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, 

pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara 

dengan mengesampingkan yang lainnya.24 

 
 22 Hadi Supeno,2006, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Universitas 

Diponegoro, Semarang,  hal. 203 

 23 Ibid. Hal. 47 
24 Johnstone dan Van Ness,2005, The Meaning of Restorative Justice, Makalah untuk Konfrensi Lima 

Tahunan PBB ke-11, Bangkok-Thailand, hal. 2-3 
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Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum 

(rechtzakerheid). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, 

melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu 

tindak pidana.Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti 

rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak 

hukum atau pengadilan. 

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu 

memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga 

memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan 

mendorong rekonsilisasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya 

ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga 

atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju 

keadilan. 

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada 

pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi 

bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara professional. Perspektif keadilan restoratif 

ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari lex talionis atau retributive justice dengan 

menekankan pada upaya pemulihan (restorative).Dalam upaya pemulihan korban bilamana 

dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka 

korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas 

perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.25 

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau kalaupun tersedia biaya 

pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan 

keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan 

restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses 

peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem 

peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus 

hukum.26 

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai 

berikut: 

1. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang 

ditimbulkan akibat kesalahannya. 

 
25 Siswanto Sunarso,2014, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 157 
26 Ibid., hal. 158. 
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2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan 

kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif. 

3. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah. 

4. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. 

5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau 

jahat dengan reaksi sosial yang formal.27 

 

2.5 Pengertian Tindak Pidana 

Istilah Tindak Pidana adalah arti paling umum untuk istilah strafbaar feit dalam bahasa 

Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi strafbaar feit. Menurut Simons 

tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh 

undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang 

yang mampu bertanggung jawab.28 

Vos merumuskan bahwa suatu Strafbaar feit itu sebenarnya adalah suatu kelakuan 

manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.29 Pembentukan Undang-

Undang 

kita telah menggunakan perkataan ”strafbaar feit”, maka timbullah dalam doktrin berbagai 

pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan “strafbaar feit” tersebut. 

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah : 

a. Menurut Pompe30 “strafbaar feit” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu : 

“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja 

ataupun dengan tindak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana 

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib 

hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 

b. Van Hamme31 merumuskan “strafbaar feit” itu sebagai suatu “ tindakan melanggar 

hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh 

seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan sengaja oleh undang-undang telah 

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.” 

 
27 Ibid 
28 Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 

Hlm. 97 
29 Adam Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 72 
30 Ibid 
31 Ibid 
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c. Menurut E. Utrecht “Strafbaar feit” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga 

ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau 

suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan 

karena perbuatan atau melalaikan itu). 

Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang 

dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut.Perbuatan itu 

harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-

citakan oleh masyarakat.32 

 

Komariah E. Sapardjaja mengatakan, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang 

memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan 

itu.33 Hal yang sama juga dikemukakan oleh Indriyanto Seno Adji mengatakan tindak pidana 

adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, dan bersifat melawan hukum.34 

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan strafbaarfeit. Para 

pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai 

strafbaarfeit itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai strafbaarfeit tersebut 

sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan 

pidana, peristiwa pidana, serta delik. 

 

 Salah satu tujuan dari hukum pidana adalah sebagai pranata sosial yang mencakupi 

beberapa hal yaitu sebagai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap 

norma-norma yang berlaku, mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, merupakan 

reafirmasi simbolis atas pelanggaran ter hadap ‘hati nurani bersama’, sebagai bentuk 

ketidaksetujuan terhadap perilaku ter tentu, dan selalu berupa konsekuensi yang 

menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan.35 

 
32 Moeljatno,1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum PIdana, Bina Aksara, 

Jakarta, Hlm. 22-23. 

 33 Komariah E. Sapardjaja, 2002, Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi 

Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudens, Alumni, Jakarta, 

 34 Indriyanto Seno Adji,2002, Korupsi dan Hukum PIdana, Kantor pengacara & Konsultan Hukum 

“Prof.Oemar Seno Adji & rekan, Jakarta, Hlm 155 

 35Rudy Satriyo Mukantardjo,2010, Ketentuan Pidana dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Materi 

Disampaikan Pada Acara Ceramah Peningkatan Pengetahuan Perancang Peraturan Perundang-Undangan 

Kementerian Hukum Dan Ham Dirjen Peraturan Perundang-Undangan h. 2 
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 Sistem Peradilan Pidana menurut Mardjono merupakan sistem pengendalian kejahatan 

yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan 

terpidana.36 Tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. 

b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa 

keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. 

c. Mengusahakan agara mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi 

kejahatannya.37 

 Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengungkapkan 4 (empat) komponen 

sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) 

diharapkan dapat bekerja sama dan membentuk suatu integrated criminal justice system.38 

Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana (integrated criminal justice system) 

merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana.39 Sistem Peradilan Pidana pada 

hakikatnya merupakan “sistem penegakan hukum pidana” atau “sistem kekuasaan kehakiman 

di bidang hukum pidana”. 

 Selanjutnya menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, 

terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas 

tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah 

pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut 

jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan 

pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa 

diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan 

pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat 

dari beberapa pandangan.40 

2.6 Pengertian Lalu Lintas 

 Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan 

vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan.Karena dengan adanya lalu 
 

 36 Mardjono Reksodipoetro, 1993, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan 

Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap 

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia), h. 2. 

 37Ibid Hal. 5 

 38 Ibid Hal. 8 

 39 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana, hal. 7 

 40 Zainal Abidin, 2005, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Position Paper 

Advokasi RUU KUHP, Seri 3, h. 10. 
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lintas tersebut,memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk 

pemenuhan perekonomiannya.Tanpa adanya lalu lintas,dapat dibayangkan bagaimana 

sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan 

dengan penggunaan jalan raya.Tidak ada satu pun pekerjaan yang tidak luput dari 

penggunaan lalu lintas 

 Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan 

jasa angkutan bagi mobiltas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air,bahkan 

dari dan ke luar negeri. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, 

pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi, namun belum 

berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.41 

 Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan 

dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan 

mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan 

transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transpotasi nasional secara terpadu dan 

mampu mewujudkan tersedianya jasa trnasportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu 

lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau 

oleh masyarakat.42 

 Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. 

Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia 

dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya.43 

 Pengertian lalu lintas Menurut Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan “Bahwa peraturan hukum yang mengatur kecelakaan lalu lintas di 

jalan raya dapat menimbulkan kerugian materi, bahkan ada sampai dengan meninggal dunia 

disamping luka berat dan ringan dan/atau cacat seumur hidup. Pengaturan tentang kecelakaan 

lalu lintas dapat dilihat dari beberapa peraturan tentang lalu lintas itu sendiri dan beberapa 

penerapan yang terdapat didalam kitab Undang–Undang hukum pidana. 

 Menurut Pasal 1 angka 30 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan jalan (LLAJ) bahwa yang dimaksud yaitu : 

 
 41 C.S.T. Kansil,1995, dkk, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, P.T. Rineka cipta, Jakarta, hlm. 4 

 42 Soerjono Soekanto, 2007, Polisi dan Lalu Lintas, Mandar Maju, Bandung,. hlm.25 

 43 Ibid. hlm.42. 
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1) Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu 

Lintas, Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, pengguna Jalan, serta pengemudi, 

pengguna jalan, serta pengelolaannya. 

2) Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. 

3)  Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain 

denagan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. 

4) Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang 

kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan. 

5) Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda 

yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut , pelabuhan sungai dan 

danau, dan/atau Bandar udara. 

6) Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruangan Lalu Lintas, Terminal, dan 

Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, 

alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengemanan 

jalan serts fasilitas pendukung. 

7) Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor 

dan Kendaraan tidak Bermotor. 

8) Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan 

mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. 

9) Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga 

manusia dan/atau hewan. 

10) Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan 

barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 

11) Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah 

Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. 

12) Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada 

permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, 

serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. 

 Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan 

wawasan nusantara, memperkukuh ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar 

bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
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Dasar 1945. Transportasi di jalan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan 

dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis 

dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu 

menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, 

perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung 

wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak 

pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat. 

 Peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan yang ada 

pada saat ini tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan 

dan teknologi. bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan 

angkutan-jalan sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia serta 

agar lebih berhasilguna dan berdayaguna dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai 

lalu lintas dan angkutan jalan dalam Undang-undang Nomor 14Tahun 1992 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan yang berisi: 

 Pasal 27 

(1) Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas, wajib : 

a. Menghentikan kendaraannya; 

b. Menolong orang yang menjadi korban kecelakaan; 

c. Melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia 

terdekat. 

(2) Apabila pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh 

karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf a dan b, kepadanya tetap diwajibkan segera melaporkan diri 

kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat. 

 Pasal 28 

 Pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh 

penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga, yang timbul karena kelalaian atau 

kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor 

 Pasal 29 

 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak berlaku dalam hal : 



31 

 

  

a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan; 

b. Disebabkan perilaku korban sendiri atau pihak ketiga 

c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan 

pencegahan. 

  

Pasal 30 

(1) Setiap pengemudi, pemilik, dan/atau pengusaha angkutan umum bertanggung jawab 

terhadap kerusakan jalan dan jembatan atau fasilitas lalu lintas yang merupakan 

bagian dari jalan itu yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang dioperasikannya. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya 

keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a. 

 Pasal 31 

(1) Apabila korban meninggal, pengemudi dan/atau pemilik dan/atau pengusaha angkutan 

umum wajib memberi bantuan kepada ahli waris dari korban berupa biaya pengobatan 

dan/atau biaya pemakaman. 

(2) Apabila terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban, bantuan yang diberikan 

kepada korban berupa biaya pengobatan. 

 Alasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan 

penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan 

Undang-Undang yang baru, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009: 

 Pasal 234 

(1) Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum 

bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik 

barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi. 

(2) Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan 

Umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena 

kelalaian atau kesalahan Pengemudi 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika: 
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a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan 

Pengemudi 

b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau 

c. disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan 

pencegahan. 

 

 

Pasal 235 

(1) Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan 

Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan 

dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. 

(2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu 

Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, 

pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan 

bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan 

tuntutan perkara pidana 

2.7 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas 

Kecelakaan lalu lintas menurut UU RI Pasal 1 No. 22 tahun 2009 pasal 1 adalah suatu 

peristiwa di jalan raya tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau 

tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta 

benda. Di dalam terjadinya suatu kejadian kecelakaan selalu mengandung unsur 

ketidaksengajaan dan tidak disangka-sangka serta akan menimbulkan perasaan terkejut, heran 

dan trauma bagi orang yang mengalami kecelakaan tersebut. Apabila kecelakaan terjadi 

dengan disengaja dan telah direncanakan sebelumnya, maka hal ini bukan merupakan 

kecelakaan lalu lintas, namun digolongkan sebagai suatu tindakan kriminal baik 

penganiayaan atau pembunuhan yang berencana. 

Menurut H.W. Heinrich Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak 

terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cidera atau 

kemungkinan cidera.44 Menurut D.A. Colling sebagaimana dikutip oleh Marc M. Schneier 

 
 44 H.W. Heinrich, Industrial Accident Prevention : A Safety Management Approach, (New York: 

McGrawHill, 1980), h. 22. 
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sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh 

manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang 

mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cederaataupun tidak, kesakitan, kematian, 

kerusakan Properti ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.45 

Menurut F.D. Hobbs mengungkapkan kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang 

sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya meliputi trauma cidera, 

ataupun kecacatan tetapi juga sering kali menyebabkan kematian. Kasus kecelakaan sangat 

sulit untuk diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan 

banyaknya pergerakan dari kendaraan. Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan 

sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak disengaja (Random 

Multy Factor Event) yang artinya penyebab kecelakaan itu sendiri bukan dikarenakan 

kesengajaan dari si pelaku itu sendiri, melainkan kelalaian dari si pelaku. 

Menurut Pasal 1 ayat (24) UULLAJ Tahun 2009 menentukan sebagai berikut : 

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak 

disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan 

korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Menurut Pasal 229 UULLAJ Tahun 2009 

menentukan sebagai berikut:  

1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas : 

a) Kecelakaan Lalu Lintas ringan 

b) Kecelakaan Lalu Lintas sedang  

c) Kecelakaan Lalu Lintas berat 

2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau 

barang.  

3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan 

dan/atau barang. 

4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka 

berat. 

 
 45 Marc M. Schneier, CONSTRUCTION ACCIDENT LAW : A Comprehensive Guide to Legal Liability 

and Insurance Claims, (Chicago: American Bar Asscociation, 1999), h. 14. 
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5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan 

oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan 

dan/atau lingkungan. 

 Sedangkan korban kecelakaan lalu lintas adalah manusia yang menjadi korban akibat 

terjadinya kecelakaan lalu lintas, berdasarkan tingkah keparahan korban kecelakaan 

dibedakan menjadi 3 macam yaitu: 

1) Korban meninggal dunia atau mati 

2) Korban luka berat  

3) Korban luka ringan  

Klasifikasi kecelakaan pada dasarnya dibuat berdasarkan tingkat keparahan korban, dengan 

demikian kecelakaan lalu lintas dibagi dalam 4 macam kelas sebagai berikut : 

1) Klasifikasi berat Apabila terdapat korban yag mati (meskipun hanya satu orang) 

dengan atau korban luka-luka berat atau ringan. 

2) Klasifikasi sedang Apabila tidak terdapat korban yang mati namun dijumpai 

sekurangkurangnya satu orang mengalami luka-luka berat.  

3) Klasifikasi ringan Apabila tidak terdapat korban mati dan luka luka berat dan 

hanya dijumpai korban yang luka ringan saja. 

4) Klasifikasi lain-lain Apabila tidak ada manusia yang menjadi korban hanya 

berupa kerugian materiil saja baik berupa kerusakan kendaraan, atau fasilitas 

lain46. 

2.8 Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas 

Menurut Austroad secara umum faktor yang paling berkontribusi dalam kecelakaan lalu 

lintas antara lain faktor manusia (Pengemudi dan pejalan kaki), kendaraan, jalan dan 

lingkungan jalan. Pignataro juga menyatakan bahwa kecelakaan diakibatkan oleh kombinasi 

dari beberapa faktor perilaku buruk dari pengemudi atau pejalan kaki, jalan, kendaraan, cuaca 

buruk ataupun pandangan yang buruk. 

Alat angkutan karena adanya kebutuhan perpindahan manusia dan atau barang 

Kecelakaan timbul jika salah satu unsur pembentuk lalu lintas tidak berperan sebagaimana 

mestinya Unsur pembentuk lalu lintas antara lain pemakai jalan, kendaraan, jalan, dan 

 
 46 Pengertian Dan Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas. WWW. Google. Com, 
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lingkungan Jadi dapat disimpulkan bahwa kecelakaan terjadi akibat dari salah satu faktor atau 

kombinasi dua faktor penyebab kecelakaaan atau lebih 

Faktor penyebab kecelakaan dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu faktor manusia, faktor 

prasarana (jalan), faktor sarana (kendaraan), dan faktor lingkungan atau cuaca. 

 

2.8.1 Faktor Manusia 

Penyebab kecelakaan lalu lintas di Indonesia paling banyak disebabkan oleh 

faktor manusia yaitu sebesar 91% (Direktorat Keselamatan Transportasi Darat atau 

DKTD (2006) Faktor manusia dapat dikelompokan menjadi dua yaitu kondisi 

pengemudi dan usia pengemudi. 

a. Kondisi Pengemudi  

Lima factor yang menyebabkan kecelakaan yaitu fisik pengemudi,tingkat 

kedisiplinan dan pemahaman berlalulintas masih rendah, kecakapan pengemudi, 

jarak pandang yang kurang (dalam mengambil jarak aman antar kendaraan), dan 

pelanggaran nilai batas kecepatan maksimum kendaraan (Speeding). 

b. Usia Pengemudi 

Berdasarkan usia pelaku kecelakaan lalu lintas, sebagian besar berusia antara 

22S.d30 tahun,kemudian disusul usia antara 31s.d 40 tahun, dimana pada rentang 

usia tersebut tergolong sebagai usia tingkat emosinya paling stabil, tingkat 

kecekatan dan reflek yang lebih baik dibanding golongan usia lainnya, namun 

biasanya pada usia golongan ini tingkat mobilitasnya di jalan juga sangat tinggi. 

Jika pelaku kecelakaangolongan ini juga sekaligus menjadi korban, maka hal ini 

sekaligus merupakan golongan usia yang paling produktif. 

2.8.2 Faktor Sarana (Kendaraan) 

  Jenis kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas sebagian besar adalah 

sepeda motor dengan persentase pada empat tahun terakhir ratarata sebesar 62,62 % 

kemudiandiikuti oleh jenis kendaraan mobil penumpang sebesar 36%, kendaraaan 

barang 29,62% dan bus sebesar 10,56%. Tingkat resiko terjadinya kecelakaan akibat 

ketidaklayakan kendaraan cukup tinggi, Sehingga diperlukan ketegasan dari aparat 

penegakhukum untuk menindak pelanggaran tersebut. Kendaraan dapat menjadi 

faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya 

yaitu sebagai akibat kondisi teknisnya yang tidak layak jalan atau pengguna yang 

tidak sesuai dengan ketentuan. 

2.8.3 Faktor Prasarana (Jalan) 
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  Faktor yang disebabkan oleh faktor jalan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perkerasan jalan Kondisi permukaan 

perkerasan dalam hal ini berhubungan dengan permasalahan keselamatan dan 

kenyamanansangaterat kaitannya dengan aspek kelicinan dan kecepatan. Dengan 

dapat menambah tngkat resiko kecelakaan lalu lintas. Kelicinan dapat terjadi 

karena berkurangnya koefisen gesekan yang bisa ditimbulkan terutama oleh cuaca 

serta kotoran lumpur dan tumpahan minyak. 

b. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pemeliharaan jalan. 

c. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh peneranganjalan. 

d. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh rambu rambu lalulintas. 

 

 

2.8.4 Faktor Lingkungan  

  Faktor lingkungan jalan sangat berpengaruh dalam kegiatan lalu lintas.Hal ini 

mempengaruhi pengemudi dalam mengatur kecepatan (mempercepat, konstan, 

memperlambat atau berhenti). Faktor – faktor yang mempengaruhi kondisi 

lingkungan.47 Antara lain: 

a. Lokasi jalan  

1) Di dalam kota, misalnya di daerah pasar,pertokoan, perkantoran,sekolah, 

perumahan, dan lainsebagainya. 

2) Di luar kota, misalnya di daerah datar, perdesaan, pegunungan, dansebagainya. 

b. Di tempat khusus, misalnya di depan tempat ibadah, rumah sakit, tempat wisata 

dan sebagainya. Iklim dan cuaca Indonesia mengalami dua musim yaitu musim 

hujan dan musim kemarau, hal ini menjadi perhatian bagi para pengemudi dalam 

mengemudikan kendaraannya. Selain itu adanya pergantian waktu dari pagi, 

siang, sore dan malam hari memberikan intensitas cahaya yang berbeda-beda, hal 

tersebut  

c. mempengaruhi kondisi jalan yang terang, gelap atau remang – remang sehingga 

mempengaruhi para pengemudi sewaktu mengendarai kendaraannya. 

 

2.9 Pengertian dan Faktor-Faktor Penyebab Kematian 

 
47 Oglesby dan Hick, 1999, Teknik Jalan Raya, hal.12 
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 Kematian dalam ilmu kedokteran atau medis dipelajari dalam suatu disiplin ilmu yang 

disebut dengan ilmu thanatologi. Ilmu thanatologi merupakan cabang dari ilmu kedokteran 

forensik yang mempelajari kepentingan peradilan dan penegakan hukum. Thanatologi berasal 

dari dua buah kata, yaitu “thanatos” yang berarti mati dan “logos” yang berarti ilmu. Jadi, 

thanatologi adalah ilmu yang mempelajari segala macam aspek yang berkaitan dengan mati.48 

 Sebelum membahas definisi mati, perlu dipahami bahwa menurut ilmu kedokteran, 

manusia memiliki dua dimensi, yaitu sebagai individu dan sebagai kumpulan dari berbagai 

macam sel. Oleh karena itu, kematian manusia juga dapat dilihat dari kedua dimensi tersebut, 

dengan catatan bahwa kematian sel (celluler death) akibat ketiadaan oksigen baru akan 

terjadi setelah kematian manusia sebagai individu (somatic death).49 

 Dari keterangan tersebut, maka definisi mati atau kematian dalam ilmu kedokteran ialah 

hilangnya secara permanen semua tanda-tanda kehidupan pada setiap waktu setelah kelahiran 

hidup, yakni lenyapnya fungsi-fungsi hidup sesudah dilahirkan, tanpa kemungkinan resusitasi 

(death is the permanent dissaperance of all evidence of life of any time after live birth has 

taken place, post natal cessation of vital function without capability of resuscitation).50 

 Adapun tanda-tanda kehidupan yang dimaksud dalam definisi tersebut ialah tanda 

kehidupan manusia sejak pertama kali dikeluarkan secara sempurna oleh ibunya, yaitu: 

jantung berbunyi, tali pusat berdenyut, atau otot serat lintang nyata bergerak. Selain 

pengertian tersebut, para ahli berpendapat bahwa hidup didefinisikan sebagai berfungsinya 

berbagai organ vital, yakni paru-paru, jantung dan otak sebagai satu kesatuan yang utuh, yang 

ditandai oleh adanya konsumsi oksigen. 

 Dengan definisi tanda-tanda kehidupan tersebut, maka definisi mati atau kematian dapat 

diperjelas lagi menjadi berhentinya secara permanen fungsi berbagai organ vital (jantung, 

paru-paru dan otak) sebagai satu kesatuan yang utuh yang ditandai oleh berhentinya 

konsumsi oksigen. Selain kematian individu dan kematian sel, ada juga istilah kematian yang 

perlu dipahami, yaitu mati suri (apparent death). 

 Adapun pengertian yang sebenarnya dari mati suri adalah suatu keadaan di mana proses 

vital turun ke tingkat yang paling minimal untuk mempertahankan kehidupan, sehingga 

 
 48 Sofwan Dahlan, 2007, Ilmu Kedokteran Forensik: Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum, Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Hlm. 47 

 49 Ibid 

 50 Arjatmo Tjokronegoro, dkk,2009, Metodologi Penelitian Bidang Kedokteran, Fakultas Kedokteran 

Universitas Indonesia, Jakarta. hlm.11 
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tanda-tanda kliniknya tampak seperti sudah mati. Keadaan seperti ini sering ditemukan pada 

orang yang mengalami acute heart failure, tenggelam, kedinginan, anestesi yang terlalu 

dalam, sengatan listrik atau sambaran petir.51 

 Jadi, mati suri bukanlah mati yang sebenarnya, karena alatalat vitalnya tidak berhenti 

secara permanen, hanya turun pada tingkat yang paling rendah. Sehingga, masih 

dimungkinkan untuk hidup kembali. Namun, istilah kematian pada dekade belakangan ini 

semakin bertambah, yakni akibat dari semakin canggihnya tekhnologi. Kemajuan dalam 

tekhnologi medis telah melahirkan kontroversi mengenai kriteria apa yang seharusnya 

digunakan untuk menentukan seseorang tersebut mati. Karena pada saat ini, dalam dunia 

kedokteran modern yang juga dijadikan acuan untuk menentukan kematian adalah matinya 

batang otak (brain death). Dari beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan, bahwasannya 

kematian adalah keadaan seseorang yang keseluruhan alat-alat vitalnya (jantung, paru-paru 

dan otak) telang hilang atau berhenti secara permanen. Sehingga, apabila alat-alat vital 

tersebut telah berhenti, maka seluruh organ atau sel dalam tubuh akan turut berhenti dan 

mengakibatkan jasad seseorang tidak bisa bekerja sebagaimana biasa yang akhirnya 

mengalami kematian. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi 

dan korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, 

mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.52 

 Menurut pendapat beberapa ahli mengertian tentang kematian atau pun korban adalah: 

a. Menurut Abussalam menyatakan bahwa korban adalah orang-orang yang baik secara 

individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau 

mental, emosional, ekonomi, atau ganguan subtansional terhadap hak-hak yang 

fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana masing-

masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. 

b. Menurut Arif Gosita menyatakan bahwa korban adalah mereka yang menderita 

jasmaniah dan rohania sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan 

kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak 

asasi pihak yang dirugikan.53 

 
 51 Dahlan,2009, Ilmu Kedokteran Forensik, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 48 

 52 Ibid. Hlm 15 

 53 Arif Gosita,2013, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.63 
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c. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korban adalah orang yang disakiti dan 

penderitanya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk 

menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut. 

d. Mulaidi menyatakan bahwa Korban (Victims) adalah orang-orang yang baik secara 

individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau 

mental, emosiaonal, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-hakyang 

fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana masing-

masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.54 

 

2.9.1 Faktor-Faktor Penyebab Kematian 

 Faktor – faktor penyebab terjadinya kematian adalah: 

a. Bunuh diri Bunuh diri atau secara sengaja melukai diri sendiri merupakan penyebab 

ke-10 kematian di AS pada tahun 2013. Yang memprihatinkan, bunuh diri jadi 

penyebab utama kematian pada kelompok umur 15-24 tahun. Salah satu strategi 

mencegah bunuh diri adalah orang di sekitarnya mengenali tanda bahaya. Itu berarti 

jangan menyepelekan ketika seseorang mengaku ingin bunuh diri, meningkatnya 

penggunaan zat berbahaya, serta perubahan pada mood atau pola makan. 

b. Gangguan ginjal Gangguan ginjal, termasuk peradangan pada ginjal yang disebabkan 

oleh infeksi atau reaksi alergi obat ternyata juga menjadi penyebab kematian. Kondisi 

penyakit yang bisa menyebabkan gangguna ginjal antara lain penyakit diabetes, lupus, 

atau hipertensi. 

c. Influenza dan pneumonia Influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan 

oleh virus. Orang lanjut usia, bayi, dan ibu hamil, merupakan kelompok yang paling 

beresiko mengalami komplikasi penyakit ini. Sementara itu pneumonia atau radang 

paru terjadi ketika virus atau bakteri di paru menyebabkan infeksi. Sebenarnya kedua 

penyakit ini bisa dicegah dengan vaksinasi. 

d. Diabetes Kondisi yang ditandai dengan peningkatkan kadar gula darah di atas normal 

ini bisa menyebabkan berbagai komplikasi. Karena itu kendalikan gula darah dengan 

menjaga pola makan, aktivitas fisik, serta cek gula darah teratur. 

 
 54 Muliadi, 2007, Hak Asasi Manusia, politik dan sistem peradilan pidana, Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, Semarang, hlm. 108. 
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e. Penyakit Alzheimer Ini merupakan penyakit yang banyak diderita orang usia lanjut. 

Ciri Alzheimer antara lain gangguan memori, bahasa dan berpikir. Orang yang 

menderita penyakit ini akan kesulitan melakukan aktivitas sehari-harinya. 

f. Stroke terjadi ketika suplai darah ke area otak terhambat atau pembuluh darah pecah, 

sehingga sel-sel otak mati. Pria memiliki risiko stroke lebih besar. 

g. Kecelakaan atau cedera yang tidak disengaja juga jadi penyebab kematian tersering. 

Kecelakaan kendaraan bermotor merenggut nyawa terbanyak. 

h. Penyakit pernapasan bawah kronik Penyakit pernapasan bawah adalah kumpulan 

penyakit yang memengaruhi jalan napas dan paru. Biasanya penyakit ini dipicu oleh 

kebiasaan merokok. 

i. Kanker merupakan penyakit yang merujuk pada pertumbuhan abnormal selsel. 

Sampai saat ini memang belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit ini, tetapi 

kemajuan terapi pengobatan bisa meningkatkan usia harapan hidup pasien. 

j. Penyakit jantung Penyakit jantung masih jadi penyebab nomer satu kematian, bukan 

hanya di Amerika tapi juga di seluruh dunia. Faktor risiko penyakit ini antara lain 

kegemukan, kebiasaan merokok, hipertensi, diabetes, serta kolesterol tinggi.55 

 Kematian juga disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Faktor penyebab kecelakaan 

biasanya diklasifikasikan identik dengan unsur-unsur sistem transportasi, yaitu pemakai jalan, 

pengemudi dan pejelan kaki, kendaraan, jalan dan lingkungan, atau kombinasi dari dua unsur 

atau lebih. Pemakai Jalan. Menurut data statisitik baik di Indonesia maupun diluar negeri, 

penyebab kecelakaan yang paling tinggi adalah pengemudi. 

 

  

 
 55 Lifestyle,Penyebab Utama Kematian, https://lifestyle. kompas.com/read/2016/04/27/ 124500723 /10 

.Penyebab.Utama. Kematian, 


